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MEewuJupkAN PELAYANAN YANG
BERORIENTASI PUBLIK

Oleh : Meita Istianda

Penyunting : Ayi Karyana

|. PENDAHULUAN

Praktik untuk mewujudkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya
diamanatkan oleh UUD 1945. Secara eksplisit tertuang dalam Bab Xa
UUD 1945 tentang hak-hak asasi manusia, misalnya pasal 28H yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Namun pelayanan yang berorientasi publik dalam praktik belum optimal,
sebagaimana yang kita saksikan atau kita alami dari ke hari implementasi
pelayanan pemerintah terhadap publiknya belum menyentuh keinginan
masyarakat sesungguhnya. Artinya pelayanan publik baru sekadar wacana
dan hanya ideal di atas kertas. Dalam pelaksanaannya masih jauh dari
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yang diharapkan. Kita bisa merasakan bagaimana pelayanan PJKA baru-
baru ini (atap kereta yang ambruk), atau selalu saja terdapat korban
kecelakaan kereta api di pintu palang kereta api. Bagaimana pelayanan
PLN, PDAM, kepada pelanggan. Pembuatan SIM, STNK, Surat |jin Domisili,
dan sebagainya. Padahal sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian PAN,
pelayanan publik wajib diberikan oleh penyelenggara negara,
penyelenggara ekonomi negara dan korporasi penyelenggara pelayanan
publik, serta lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah.
Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan
bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan.

Mengacu pada pendapat yang dirumuskan oleh Kementerian PAN,
“pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan
bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan”, maka pemerintah
secara lebih serius mengurus permasalahan ‘pelayanan publik’. Hal ini
jika tidak dilakukan sama artinya dengan menghancurkan sistem
pemerintahan itu sendiri.

Untuk mengenali pelayanan publik yang bagaimana yang
sebenarnya diharapkan masyarakat, perlu dikenali permasalahan pelayanan
publik yang mendasar

Il. PEmBAHASAN
Tata Pemerintahan yang Baik: Pelayanan yang Berorientasi Publik

Merujuk pada definisi dari Canada International Development
Agency (CIDA, 1997) yang dimaksudkan dengan tata pemerintahan yang
baik adalah cara di mana kekuasaan digunakan oleh pemerintah dalam
mengelola sumber daya ekonomi dan sosial di sebuah negara. Tata
pemerintahan yang baik adalah penggunaan kekuasaan di semua tingkatan
pemerintahan secara efektif, jujur, kesamaan, transparan dan akuntabel.
Sementara menurut Research Triangle Institute, terdapat empat
karakteristik untuk menempatkan tata pemerintahan yang baik yaitu:
pertama, legitimasi dalam hal penerimaan otoritas kekuasaan publik
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termasuk di dalamnya segala aturan, proses dan prosedur yang ada.
Kedua, akuntabilitas publik terhadap kekuasaan dan legitimasinya dengan
memperhatikan proses pemegang kekuasaan dan prosedur dari
pembuatan kebijakan. Ketiga, manajemen dalam dimensi teknis
menempatkan efektivitas menjadi hal penting agar birokrasi publik berdaya
guna dan efisien dalam menentukan prioritas dan sumber daya publik.
Keempat, ketersediaan informasi antara semua lini termasuk kelompok

masyarakat sipil dan pemerintah untuk menilai keefektifan dari kekuasaan
dan birokrasinya.

Dalam konteks good governance, pelayanan publik membutuhkan
kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mendukung
kesiapan pelayanan yang prima. Dalam konteks good governance, pelayanan
publik harus menempatkan masyarakat sebagai pengguna layanan yang
harus dilayani dengan baik dan memuaskan.

Menurut Zeithamal, Parasuraman & Berry (), dimensi kualitas
pelayanan publik meliputi:

1. Tangible (bukti fisik), yang menyangkut kesiapan dari sarana
dan prasarana pendukung seperti sarana fisik, komputerisasi,
adanya ruang tunggu dan lainnya.

2. Reliability (reliabilitas), menyangkut kemampuan dan keandalan
untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya terhadap
konsumen, termasuk memberikan layanan akurat sejak pertama
kali tanpa membuat kesalahan apa pun dan menyampaikan
jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

3. Responsiveness (daya tanggap); kesanggupan untuk membantu
dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta
tanggap terhadap keinginan konsumen.

4. Assurance (jaminan); kemampuan dengan keramahan, sopan
santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen
dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan pelanggan dan
menciptakan rasa aman bagi para konsumen.
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5. Emphaty; memahami masalah para pelanggan dan bertindak demi
kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personil
kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.

Albert Hirschman () yang mengembangkan teori exit dan voice,
menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila
ada mekanisme exit dan voice. Mekanisme exit berarti jika pelayanan
publik tidak berkualitas maka konsumen harus memiliki kesempatan untuk
memilih lembaga penyelenggara peiayanan publik yang lain yang
disukainya. Adapun mekanisme voice berarti adanya kesempatan untuk
mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara pelayanan
publik. Mekanisme exit biasanya terhambat oleh beberapa faktor seperti:
kekuatan pemaksa dari negara, tidak adanya lembaga penyelenggara
pelayanan publik alternatif, dan tidak adanya biaya untuk menciptakan
lembaga penyelenggara pelayanan publik alternatif. Adapun mekanisme
voice biasanya tidak efektif karena pengetahuan dan kepercayaan
terhadap mekanisme yang ada dan aksesibilitas serta biaya untuk
mempergunakan mekanisme tersebut rendah.

Teori exit dan voice sejalan dengan teori politik klasik yang
menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup atau disalahgunakan,
sedangkan kekuasaan yang absolute sudah pasti disalahgunakan
(Budiardjo, 1983). Dengan demikian untuk dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik diperlukan adanya kesetaraan posisi tawar antara
konsumen dan lembaga penyelenggara pelayanan. Secara teoritis
kesetaraan posisi tawar akan dapat dicapai dengan cara:

a. meningkatkan posisi tawar konsumen, atau dengan kata lain
memberdayakan klien,

b. mengontrol kewenangan kekuasan lembaga penyelenggara
pelayanan publik.

Secara lebih rinci keseimbangan posisi tawar antara instansi
penyelenggara jasa pelayanan dan masyarakat selaku pengguna jasa
pelayanan dapat dicapai dengan menerapkan beberapa konsep di bawah
ini:
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a.

Customer’s charter. Suatu dokumen yang di dalamnya diatur
tentang hak-hak dan kewajiban yang melekat baik dalam diri
penyelenggara maupun dalam diri pelanggan, serta sangsi bagi
kedua pihak apabila tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah
ditetapkan. Di dalam customer’s charter biasanya dijelaskan
tentang visi, misi, dan nilai-nilai yang hendak dimaksimalkan
penerapannya oleh instansi pemerintah atau penyelenggara
pelayanan yang bersangkutan.

Customer service standard, merupakan standar pelayanan yang
melekat dalam suatu jenis pelayanan umum tertentu.

Customer redness, merupakan pemberian ganti rugi kepada
pelanggan, apabila pelayanan umum yang diberikan oleh
penyelenggara tidak sesuai dengan ketentuan yang ada baik di
dalam customer’s charter, maupun yang disebutkan di dalam
customers service standard. Ganti rugi dapat diberikan dalam
bentuk sejumlah uang, penggantian pelayanan serupa, atau
kompensasi tertentu.

Quality guarantees, suatu jaminan yang diberikan oleh instansi
pemerintah atau penyelenggara pelayanan umum harus
memenuhi standar tertentu. Apabila standar tidak dapat
dipenuhi, maka pelanggan berhak meminta pemenuhan standar
tersebut.

Quality inspectors, merupakan suatu jabatan yang tugas,
kewenangan dan tanggung jawabnya adalah memeriksa dan
memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh instansi
pemerintah atau penyelenggara pelayanan benar-benar telah
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Customer complaint systems, merupakan penanganan keluhan
yang efektif, misalnya dengan cara membuka hotline bebas pulsa

atau membuka kotak pos, atau email address.

Ombudsman, merupakan lembaga pengawas independen yang
tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya adalah untuk
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melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan
pelayanan umum dan melakukan pengawasan dan penilaian
terhadap tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat
pemerintah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan
umum.

Competitive public choice systems, memberikan kesempatan
pelanggan untuk memilih pelanggan yang disukainya, yang memiliki
kualitas yang terbaik.

Vouchers dan reimbursement programs; vouchers merupakan
kupon yang diberikan kepada warga masyarakat yang dianggap
berhak atau memenuhi persyaratan tertentu untuk ditukar
dengan jenis pelayanan umum yang dipilih oleh masyarakat.
Sedangkan reimbursement, pelanggan terlebih dahulu membayar
pelayanan umum yang dipakainya untuk kemudian kuitansi
pembayarannya dimintakan ganti kepada pihak tertentu yang
seharusnya bertanggung jawab untuk membayar biaya pelayanan
tersebut.

Customer information systems and brokers, suatu lembaga yang
dibentuk dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk
menghimpun dan menyediakan informasi kepada masyarakat
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pelayanan umum.

Competitive bidding. Ketentuan untuk dapat melakukan
pekerjaan tertentu yang terkait dengan penerimaan sejumlah
uang, para penyelenggara harus bersaing karena adanya sistem
pelelangan. Misalnya kontrak untuk menyelenggarakan pelayanan
angkutan kota dilakukan dengan tender yang adil dan kompetitif.

Competitive benchmarking. Penyelenggara layanan melakukan
perbandingan dengan penyelenggara lain, sehingga diketahui
kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam dirinya, sehingga
dapat memperbaikinya.
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m. Privatization, Menyerahkan beberapa penyelenggaraan
pelayanan umum kepada swasta, sehingga customer memiliki
beberapa pilihan.

n. Sistem penggajian berdasarkan prestasi, pemberian gaji pegawai
berdasarkan prestasi kerja.

o. Sistem kerja berdasarkan kontrak, pegawai diperkerjakan
dengan sistem kontrak sehingga dapat dilakukan evaluasi secara
periodik, bila tidak berprestasi maka kontrak tidak diperpanjang.

p. Sistem evaluasi prestasi kerja, dengan melibatkan penilaian dari
customer.

I1l. SimPuLAN

Pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik akan mengembalikan
core dari pelayanan publik sebagai sebuah mekanisme yang disediakan
oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar masyarakat. Inti
pelayanan publik dikembalikan ke masyarakat dan bukan sebaliknya ke
penyelenggara layanan. Penyelenggara layanan seharusnya ditempatkan
sebagai penyedia layanan bagi masyarakat bukan sebaliknya masyarakat
sebagai penerima layanan harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan

oleh penyelenggara layanan.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada publik
sangat tergantung pada political will pemerintah untuk mewujudkannya,
dan dorongan dari masyarakat dalam mengubah paradigma yang selama
ini sebenarnya terbalik.

Kedudukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan
mengacu pada paradigma berikut: pertama, masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik harus dilihat sebagai subjek sekaligus
tujuan dari penyelenggara pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dapat
dimulai dari proses penentuan standar pelayanan publik yang selama ini
masih dilakukan di tingkat pusat dan ditentukan secara sepihak oleh
aparatur pemerintah. Partisipasi masyarakat ini bisa dalam bentuk
penentuan kualitas jenis layanan yang diberikan, penentuan mekanisme
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pemberian layanan, penentuan biaya layanan, penentuan hak dan
kewajiban dari penyelenggara maupun pengguna layanan, serta mekanisme
komplain dan penyelesaian sengketa.

Kedua, ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
layanan haruslah terbuka terutama dalam pengawasan
penyelenggaraannya. Salah satu cara membuka ruang partisipasi
masyarakat dalam melakukan pengawasan adalah dengan penyediaan
mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa baik oleh
penyelenggara maupun lembaga independen yang memiliki kewenangan.

Ketiga, pelibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan
layanan. Masyarakat sebagai penerima layanan harus dilibatkan dalam
proses penilaian dan evaluasi penyelenggaraan layanan, karena masyarakat
adalah tujuan dari penyelenggaraan layanan publik. Mekanisme yang
dilakukan bisa melalui survey indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan layanan publik, Mekanisme ini bisa dijalankan oleh
lembaga independen yang memiliki kapasitas untuk itu.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada publik
mekanisme bottom up harus sudah mulai dijalankan pemerintah, sebab
partisipasi masyarakat dalam segala pembuatan kebijakan akan
memberikan efek langsung maupun tak langsung terhadap tuntutan dari
proses demokrasi. Oleh karena itu saluran partisipasi harus dibuka dalam
proses pembuatan, implementasi, dan proses pengawasan serta evaluasi
kebijakan publik.
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